66

BAB IV
FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PELAKSANAAN
PEMBIMBINGAN OLEH PEMBIMBING KEMASYARAKATAN PADA

KLIEN PEMASYARAKATAN ANAK

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada tanggal 14 Februari 2014 dengan
KaBapas dan Pembimbing Kemasyarakatan menemukan beberapa hambatan dalam
pelaksanaan pembimbingan pada klien anak di Bapas Klas Il A Bengkulu sebagai

berikut :

A. Menurut Petugas Balai Pemasyarakatan
1. Faktor biaya
Faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembimbingan yang
dilakukan Balai Pemasyarakatan klas Il A Bengkulu adalah faktor biaya.
Menurut Ibu Misdarti setiap tahun Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM mengajukan beberapa kegiatan pembimbingan untuk Bapas di
Kementerian Hukum dan HAM, akan tetapi yang lolos hanya satu kegiatan
saja. Pemberian dana ini tidak setiap tahun atau tidak kontinue. Pada tahun
2012 dan tahun 2013 diberi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00, yang
digunakan untuk mengadakan latihan keterampilan menyetir mobil. Biaya
satu orang klien sebesar Rp 2.000.000,00, dengan rincian terdiri dari biaya
latihan menyetir mobil, biaya pembuatan SIM A, biaya transportasi klien,

dan biaya makan. Pelaksanaan latihan menyetir mobil diadakan selama dua
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minggu. Pada tahun 2012 jumlah peserta sebanyak 20 orang terdiri dari 8

orang klien anak dan 12 orang klien dewasa. Pada tahun 2013 jumlah

peserta sebanyak 22 orang terdiri dari 10 orang klien anak dan 12 orang

klien dewasa. Pada tahun 2014 Bapas tidak mendapatkan anggaran untuk

mengadakan kegiatan keterampilan kerja dan kegiatan home visit. Hal ini

tentu menghambat pelaksanaan pembimbingan yang dilakukan oleh Bapas.
2. Faktor sarana dan prasarana

a. Kurangnya sarana transportasi untuk pelaksanaan pembimbingan

Menurut Bapak Hendra Wijaya kendaraan dinas yang dimiliki oleh
Balai Pemasyarakatan Klas 11 A Bengkulu untuk kendaraan
operasional berjumlah tiga unit, yaitu dua unit motor dan satu unit
mobil dengan kondisi dua unit motor sudah tidak layak pakai.
Akibatnya ada beberapa jadwal kunjungan tidak dapat dilaksanakan
dengan tepat waktu karena, harus menunggu kendaraan dinas secara
bergantian dan kadang-kadang Pembimbing menggunakan kendaraan

pribadi.

b. Kurangnya anggaran perjalanan dinas
Kekurangan dana operasional juga menjadi hambatan bagi
Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan bimbingan langsung
ketempat tinggal (home visit) Klien Anak. Dalam melakukan kegiatan

Home Visit, PK diberikan biaya sebesar Rp 40.000,00. , biaya tersebut
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digunakan untuk satu orang klien anak selama menjalani
pembimbingan. Dengan dana yang minim ini  Pembimbing
Kemasyarakatan kesulitan untuk melakukan bimbingan langsung
ketempat tinggal klien, terutama untuk klien anak yang tinggal di luar
Kota Bengkulu, karena anggarannya tidak mencukupi.

3. Kurangnya kemampuan melakukan konseling pada Pembimbing

Kemasyarakatan

Jumlah Pembimbing Kemasyaratan pada bagian Bimbingan Klien Anak
(BKA) sebanyak sepuluh orang, dari sepuluh orang Pembimbing
Kemasyarakatan hanya dua orang menguasai ilmu konseling. Delapan
orang Pembimbing kemasyarakatan anak lainnya belum mendapatkan
pelatihan mengenai konseling, sehingga konseling dan sharing yang
dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan menjadi tidak efektif dan

terkesan sebisanya saja.

4. Banyak klien anak yang jarang melakukan wajib lapor
Hambatan yang dihadapi oleh pihak Bapas adalah klien anak jarang
melapor. Berdasarkan hasil penelitian penulis dengan 3 orang klien anak,
mereka menjalani wajib lapor tidak setiap bulan dan berhenti melakukan
wajib lapor sebelum masa bimbingan berakhir. Hal ini tentu, menyebabkan

pembimbingan yang dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan
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menjadi tidak maksimal. Penyebabnya klien anak sudah bekerja dan ada
klien anak yang malas melakukan wajib lapor.

Klien Anak kurang berminat mengikuti program bimbingan yang
diselenggarakan oleh Bapas

Hambatan dalam pelaksanaan pembimbingan pada klien anak menurut
Hendra Wijaya adalah, klien anak kurang berminat dalam mengikuti
bimbingan keterampilan kerja yaitu latihan menyetir mobil yang diadakan
Bapas. Pada tahun 2013 sebanyak 10 orang klien anak yang diundang untuk
mengikuti program bimbingan keterampilan kerja, akan tetapi yang hadir
mengikuti bimbingan keterampilan kerja hanya 5 orang klien anak.
Kerjasama antara Balai Pemasyarakatan dengan pihak Dinas Sosial
Provinsi dan Balai Latihan Kerja Provinsi tidak dilaksanakan secara
rutin

Kerjasama Bapas dengan pihak Dinas Sosial Provinsi dan Balai Latihan
Kerja tidak dilaksanakan secara rutin, karena menurut KaBapas untuk
mengadakan kerjasama latihan keterampilan kerja, Bapas harus menunggu
konfirmasi dari pihak Dinas Sosial Provinsi dan Balai Latihan Kerja

apabila akan mengadakan keterampilan kerja.
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B. Menurut Klien Pemasyarakatan Anak dan Orang Tua Klien
Berdasarkan hasil wawancara penulis pada tanggal 16-17 Februari 2014
dengan klien anak dan orang tua klien hambatan dalam pembimbingan yaitu :
1. Program bimbingan yang diberikan oleh Bapas belum maksimal
Bimbingan yang diberikan Bapas kepada klien anak masih belum maksimal,
karena bimbingan kepribadian yaitu bimbingan konseling dan sharing yang
diberikan pada klien anak hanya sekedar menanyakan keadaan dan kegiatan
yang dilakukan oleh klien anak. Bimbingan keterampilan yang diadakan
oleh Bapas berupa latihan menyetir mobil, seharusnya diberikan pada klien
anak yang belum bisa menyetir mobil, tetapi juga diberikan pada klien anak
yang sudah bisa menyetir mobil. Pelaksanaan latihan menyetir mobil tidak
sesuai dengan yang tertera di dalam undangan yaitu dua minggu tetapi
hanya dilaksanakan empat hari. Selain itu, program perencanaan pemberian
modal sebesar Rp 5.000.000,00, bagi klien anak yang tidak mampu belum
terealisasi. Dengan demikian bimbingan yang diberikan belum dirasakan
manfaatnya oleh klien anak dan orang tua klien.
2. Klien Anak Tidak Melakukan Wajib Lapor Secara Rutin
Klien anak yang telah memiliki pekerjaan kesulitan untuk menjalani wajib
lapor secara rutin ke Bapas, karena menurut klien anak untuk medapatkan

izin keluar dari atasannya sangat sulit.
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Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai faktor penghambat dalam
pelaksanaan pembimbingan pada klien anak analisis penulis bahwa biaya untuk
mengadakan bimbingan latihan kerja tidak sepenuhnya digunakan. Hal ini terbukti
bahwa biaya yang digunakan untuk mengadakan latihan menyetir mobil selama dua
minggu tetapi hanya terlaksana empat hari. Kurangnya kemampuan melakukan
konseling pada pada Pembimbing Kemasyarakatan menyebabkan bimbingan
konseling menjadi tidak efektif dan tidak semua klien anak mendapatkan bimbingan
konseling. Untuk sarana dan prasana yang dkhususkan untuk klien anak dalam
pelaksanaan pembimbingan tidak ada. klien anak yang jarang melapor ke Bapas
menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan pembimbingan. Hal ini berdasarakan
hasil penelitian penulis bahwa tiga orang klien anak tidak menjalani wajib lapor dan
berhenti melakukan wajib lapor sebelum masa bimbingan berakhir. Kerjasama Bapas
dengan pihak Dinas Sosial Provinsi dan Balai Latihan Kerja dalam memberikan
bimbingan keterampilan kerja tidak secara rutin, sehingga bimbingan keterampilan
kerja yang diberikan ada yang tidak berdasarkan pada kebutuhan klien anak dan tidak

merata.
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BAB V

BENTUK BIMBINGAN YANG IDEAL BAGI KLIEN

PEMASYARAKATAN ANAK

1. Menurut Petugas Balai Pemasyarakatan

Menurut petugas Bapas konsep pembimbingan yang ideal adalah pada tahap
awal diadakan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan ( TPP) dengan anggota
terdiri dari ketua : Kasubsi BKD, wakil ketua : Kasubsi BKA, sekretaris : PK
Dewasa, dan anggota : PK Anak. pada sidang TPP ini membahas program
bimbingan kepribadian yang akan diberikan pada klien anak yang dilihat dari
litmas klien anak yaitu latar belakang dan faktor penyebab klien anak melakukan
tindak pidana. Setelah diketahui kebutuhan klien anak dari hasil sidang TPP
kemudian ditentukan program pembimbingan sesuai dengan kebutuhan klien
anak. Sebagai contoh untuk klien anak dengan kasus pencurian diberikan
bimbingan konseling dan sharing secara psikologi , bimbingan agama. Untuk
klien anak dengan kasus pencabulan diberikan bimbingan konseling dan sharing,
bimbingan agama, dan bimbingan psikologi. Untuk klien anak dengan kasus
narkoba diberikan bimbingan konseling dan sharing,bimbingan psikologi, dan
bimbingan therapeutic community dengan sistem kelompok yang bekerjasama
dengan Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat (RSJKO). Memasuki tahap
lanjutan PK Bapas kembali melakukan sidang TPP untuk membahas hasil

program bimbingan tahap awal dan membahas program bimbingan kemandirian
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yang akan diberikan pada tahap lanjutan. Pada tahap lanjutan klien anak
diberikan bimbingan kemandirian sesuai dengan kebutuhan dan minat klien anak
yang diadakan oleh Bapas. Bimbingan kemandirian yang diberikan berupa
kepramukaan yaitu mengadakan outbond untuk melatih kerjasama antar klien
anak, latihan menyetir mobil bagi klien anak yang sudah memiliki KTP, latihan
service handphone dan latihan perbengkelan. Supaya bimbingan kemandirian
dapat diikuti oleh semua klien anak maka adanya kerjasama secara rutin dengan
instansi swasta dan instansi pemerintah yaitu Dinas Sosial Provinsi Bengkulu dan
Balai Latihan Kerja. Pada tahap akhir PK membuat hasil laporan yang
menyatakan pembimbingan sudah selesai. Dalam menjalani pembimbingan klien
anak diwajibkan untuk melakukakn wajib lapor ke Bapas, supaya bisa menjalani

program bimbingan yang diadakan oleh Bapas.

2. Menurut Klien Pemasyarakatan Anak dan Orang Tua Klien

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan klien anak dan orang tua klien
bentuk bimbingan yang mereka harapkan dan menurut mereka ideal adalah
bimbingan yang memberikan manfaat untuk diri klien anak dan keluarganya, seperti
latihan menyetir mobil dilaksanakan sesuai dengan waktu yang tertera di undangan.
Pada klien anak yang sudah bisa menyetir mobil diberikan bimbingan pelatihan
perbengkelan, sedangkan untuk klien anak yang kurang mampu diberikan modal
untuk usaha. Adanya hubungan kerjasama orang tua klien anak dengan Bapas dalam

proses pembimbingan.
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Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai bentuk bimbingan ideal bagi
klien anak kesimpulan penulis bahwa bimbingan yang diberikan sesuai dengan
kebutuhan dan minat klien anak. Dalam Pembimbingan juga harus melibatkan orang
tua klien anak. Sebagai contoh bentuk bimbingan yang ideal untuk klien anak dengan
kasus pencurian dan pencabulan diberikan bimbingan konseling dan sharing secara
psikologi, bimbingan agama, dan bimbingan keterampilan kerja sesuai dengan
kebutuhan klien anak. Untuk klien anak dengan kasus narkoba diberikan bimbingan
konseling dan sharing secara psikologi, bimbingan agama, bimbingan rehabilitasi
melalui therapeutic community dengan sistem kelompok dan bimbingan keterampilan
kerja yang diberikan sesuai dengan kebutuhan klien anak. Supaya Bapas bisa
mengadakan keterampilan kerja lebih dari satu kegiatan atau lebih banyak, harus
bekerjasama dengan pihak Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, Balai Latihan Kerja atau
pihak swasta secara rutin, sehingga bimbingan yang diberikan bisa sesuai dengan

kebutuhan klien anak dan merata.



75

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pembimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada klien
anak belum sesuai dengan peraturan yang berkaitan dengan pembimbingan,
karena bimbingan yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan dan masalah
yang dihadapi oleh klien anak. Terhadap klien anak yang tidak melapor ke
Bapas, pihak Bapas tidak melakukan pemanggilan melalui surat panggilan
dan tidak melakukan home visit.

2. Hambatan dalam pelaksanaan pembimbingan terhadap klien anak adalah
faktor biaya, sarana dan prasarana, kurangnya kemampuan melakukan
konseling pada PK, banyak klien anak yang jarang melapor ke Bapas, klien
anak kurang berminat dalam mengikuti program bimbingan yang diadakan
Bapas dan Kkerjasama antara Bapas dengan Pihak ketiga yaitu instansi
pemerintah tidak berjalan secara rutin.

3. konsep bimbingan yang ideal adalah harus sesuai dengan aturan yang
berkaitan dengan pembimbingan. Bagi klien anak untuk kasus pencurian dan
pencabulan diberikan bimbingan konseling dan sharing secara psikologi,
bimbingan agama, dan bimbingan keterampilan sesuai dengan kebutuhan
Klien anak. Bagi klien anak untuk kasus narkoba diberikan bimbingan
konseling dan sharing secara psikologi, bimbingan agama, bimbingan

therapeutic community serta bimbingan keterampilan kerja.
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Semua pembimbing kemasyarakatan harus diberikan pelatihan ilmu atau
keahlian konseling, supaya dalam memberikan pembimbingan pada Klien
anak PK Bapas dapat memberikan bimbingan sesuai dengan masalah yang
dihadapi oleh klien anak.

Anggaran untuk melaksanakan bimbingan kemandirian perlu di tingkatkan,
supaya ada beberapa jenis latihan keterampilan yang akan diberikan sesuai
dengan kebutuhan klien anak.

Pihak Bapas hendaknya bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi atau kota supaya dapat memberikan pendidikan bagi
klien anak yang putus sekolah.

Ada kerjasama secara rutin dengan beberapa pihak ketiga seperti Dinas
Sosial Provinsi, Balai Latihan Kerja dan pihak swasta, supaya pembimbingan

kemandirian dapat diikuti oleh seluruh klien anak.
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Pada Tanogal - nyar 2014

Tembusan

1. ¥ih. Kesbang Pol dan Linmas Kaola Bengkulu

2. Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Provinsi Benghulu |
3. Yang Bersangkulan )




KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH BENGKULU
BALAI PEMASYARAKATAN KLAS Il BENGKULU

Jalan Kuala Lempuing Bengrulu
Telp/Fax : (0736) 24823
Email : bapasbengku 1@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN
Nomor ; W8.PAS.PAS.5.UM.01.01- 0§

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Balai Pemasyarakatan Klas |l Bengkulu

menerangkan bahwa

Nama : FEBRI PUTRI RUSMITA"
N'F’l"u"l : B1A010003
Fakultas : Hukum Universitas Bengkulu

Telah / sudah melaksanakan riset penelitian Pada Balai Pemasyarakatan Klas Il

Bengkulu sesuai dengan judul :

“ PELAKSANAAN PEMBIMBINGAN OLEH PEMBIMBING KEMASYARAKATAN
PADA KLIEN PEMASYARAKATAN ANAK DI BALAl PEMASYARAKATAN KLAS II
BENGKULU "

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.




CURICULUM VITAE

Nama Lengkap : Febri Putri Rusmita
Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat Tanggal Lahir : Curup, 11 Februari 1992
Status : Belum Menikah

Agama - Islam

Tinggi dan Berat Badan  : 157 cm/ 48 kg

Alamat : JI. Timur Indah Ujung No.23 Rt.11 Rw.04 Kota Bengkulu
Email - febriputrirusmita@gmail.com
Nama Ayah : Rustam Efendi S.sos
Nama Ibu : Puspa Juita
PENDIDIKAN
1. 1996-1998 : TK Pertiwi Curup
2. 1998-2004  : SD Negeri 102 Curup
3. 2004-2007  : SMP Negeri 4 Kota Bengkulu
4. 2007-2010 : SMA Negeri 4 Kota Bengkulu
5. 2010-2014  : Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
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